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PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI SANGGAU

bahwa dalam rangka pclaksansan pembangunan desa untuk menuju
kemandirian decsa, diperlukan perencanaan dan partisipasi dari seluruh

masyarakat ;
bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sebagaimana huruf a

perlu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Undang-Undang Nonvor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 , Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia 4421 ) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844 ),

Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan :

Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737 );
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 (entang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Dacrah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIN KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan republik
Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat dacrah scbagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat dacrah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Dacrah .

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki butas-batas avilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sclempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemecrintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah

desa.
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bagian dari kesatuan masyarakat dcsa yang dibentuk berdusarkan asal usul atau melalui

musyawarah dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah.
RPJMDes adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintahan Desa

bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksenaan lima tahun.

Musyawarah Rencana Pembangunan Dgsa yang sclanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah
Forum musyawarah tahunan oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam
menampung aspirasi masyarakat, mengenai masalah-masalah pembangunan dan menentukan
prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan , mempunyai tugas membantu Pemerintah’' Desa dan
Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang, akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi.
BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIESA
Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan pemcrintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan
desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan dacrah Kabupaten.
Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun secara
partisipasif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa )

b. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa )
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Asas dan Tujuan
Pasal 3

Asas perencanaan pembangunan desa disclenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-
prinsif kebersamaan , keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan

menjaga keseimbangan dalam kesatuan Nasional.

Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa adulah :

a. Mengoptimaikan partisipasi masyarakat di desa

b. Tersusunnya dokumen perencanaan desa dengan syslem terarah,terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan.
Terciptanya integrasi, singkronisasi dalam suatu penyusunan perencanaan pembangunan

antara Kecamatan dan Kabupaten.
d. Adanya keterkaitan antara Perencanaan Penganggaran' pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan pembangunan.
e. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa,



Prinsip-prinsip

Pasal 4

dalam penyelenggaraan musyawarih perencanaan pembangunan adalah

Pemberdayaan, keterbukaan, akuntabllltas, berkelanjutan, partisipasi, efisien dan efektif serta aspiratif.

(1)
(2)
)

(4)

(1

(1
(2)

(M

@)
3)

(1)
(2)

Bagian Kedua
Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 5
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun memalui Musrenbang

Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan
Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan

jangka menengah desa ( RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 tahun.

Musrenbang tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan
desa ( RKPDesa )untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 6

Penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. Penyusunan rancangan RPJMDesa

b. Musyawarah rencana pembangunan jangka mcm.nbnh
c. Penetapan RPJMDesa oleh Kepala desa bersama BPD

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan Kegiatan
a. Penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJMDesa

b. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat Dcsa
c. Penctapan RKP Desa oleh Kepala Desa

Pasal 7

Kepala Desa bertanggung jawab menyusun RPJM Desu untuk jangka waktu 5 tahun dan

selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu | (ahun,
RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 bulan sctelah kepala desa terpilih dilantik.

Pasal 8

Penyclenggaraan Musrenbang jangka mencgah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum

berakhir RPJM Desa.
Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Desa disesuaikan dengan Musrenbang Kecamatan.

Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa tetap melaksanakan Musrenbang

Jangka Menengah dan Tahunan Desa.
Pasal 9

RPJM Desa memuat Visi, Misi dan arah pembangunan dengan mengacu pada RPJM Kabupaten.
RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan discbut RKP Desa.



BAB VI
MEKANISME

Pasal 10

diawali dengan

(1) Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari yang
gagasan tingkat

musyawarah tingkat Dusun/Kampung yang bertujuan untuk menggali

Dusun/Kampung.
(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIM Desa), kinerja tahun berjalan serta masukan dari

narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.

Pasal 11

(1) Hasil Musrenbang desa terdiri dari :
a.  Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan

APBDesa;
b. Daftar kegiatan kegiatan yang diusulkan ketingkat kecamatan untuk dibiayai oleh APBD

Kabupaten, Propinsi, APBN serta sumber dana lninnya.

Daftar nama utusan yan akan membahas hasil Musrenbang desa pada forum musrenbang

Kecamatan.

(2) Hasil Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ay
acara musrenbang desa.

C.

at (1) pasal ini dituangkan dalam berita

Pasal 12

PARA PESERTA DAN NARA SUMBER

desa, tokoh-tokoh dan utusan dari unsur-

(1) Peserta musrenbang desa adalah unsure pemerintah
katan desa yang dihadiri Camat sebagai

unsur lingkungan serta lembaga-lembaga kemasyara
moderator.

Pasal 13

(1) Narasumber Musrenbang desa terdiri dari :
a. Kepala Desa, dan perangkat desa

b. BPD
¢. Unsur Kecamatan dan Kabupaten

( 2 ) Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

esa szunpui‘ dengan ditetapkan hasil musrenbang

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan d
gan desa.

desa bersumber dari APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuan



DAL VIL
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
mengatur hal yang sama

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pecraturan Dacrah yang
dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 16
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tctapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Juni 2009
BUPATI SANGGAU
TTD
H.SETIMAN H SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal  : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2009

. TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

UMUM

Perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten adalah menjadi tugas semua
elemen masyarakat untuk mendukungnya, yang didalamnya diharapkan integral dengan rencana

pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat mengaplikasikan aspirasi masyarakat
sesuai dengan potensi dan kepentingan desa yang pada sisi lain tidak berbenturan dengan
perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten yang dikemukakan diatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jclas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas



Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas



